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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Penguasaan Negara Atas Sumber Daya Alam (Migas) Di Tinjau
Berdasarkan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945
Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
adalah pasal yang dikenal sebagai pasal ideologi dan politik ekonomi
Indonesia, karena di dalamnya terdapat di dalamnya memuat tentang hak
penguasaan negara atas:39
a. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai
hajat hidup orang banyak;
b. Bumi dan air dan yang terkandung di dalamnya yang harus dipergunakan
untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Salah satu hal yang menjadi perdebatan mengenai pasal 33 Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah mengenai
pengertian “hak pengasaan negara” atau ada yang menyebutnya “hak
menguasai negara”. Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 yang menyatakn bahwa, “bumi dan air dan yang
terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk
sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”, sebelumnya dijabarkan dalam Pasal 2
ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar
39 J. Ronald Mawuntu., Konsep Penguasaan Negara Berdasarkan Pasal 33 UUD 1945 dan
Putusan Mahkamah Konstitusi., Jurnal., 2012. hlm. 15
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Pokok-Pokok Agraria sebagai berikut, “Hak menguasai dari negara termasuk
dalam ayat (1) pasal ini memberikan wewenang untuk: (a)mengatur dan
menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan
bumi, air dan ruang angkasa tersebut; (b) menentukan dan mangatur
hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang
angakasa; (c) mementukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara
orang-orang dan perbuatan-perbuatan  hukum yang mengenai bumi, air dan
ruang angkasa”.
Berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria tersebut maka hak
mengusai negara sebagai organisasi kekuasaan “mengatur” sehingga membuat
peraturan, kemudian “menyelenggarakan” artinya melaksanakan atas
penggunaan/peruntukan, persediaan, dan pemeliharaannya dari bumi, air,
ruang angkasa dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Juga untuk
menentukan dan mengatur (menetapkan dan membuat peraturan-peraturan)
hak-hak apa saja yang dapat dikembangkan dari hak menguasai negara.40
Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi  Nomor 001-021-022/PUU-
I/2033 Mahkamah konstitusi memberikan tafsir baru bahwa hak menguasai
negara mencaku, pengertian bahwa negara merumuskan kebijakan, melakukan
pengaturan, melakukan pengurusan, melakukan pengelolaan dan melakukan
40 Undang-Undang Pokok Agraria
52
pengawasan untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.41 Ada
beberapa uraian tentang konsep penguasan negara, diantaranya yaitu Van
Vollenhoven yang menyebutkan bahwa negara sebaga organisasi tertinggi dari
bangsa yang diberi kekuasaan untuk mengatur segala-galanya dan negara
berdasarkan kedudukannya memiliki kewenangan untuk peraturan hukum.
dengan begini kekuasaan negara selalu dihubungkan dengan teori kedaulatan
(sovereignty atau souverenitet).42
Sejalan dengan teori tersebut, maka secara teoritik kekuasaan negara
atas sumber daya alam bersumber dari rakyat yang dikenal dengan hak
bangsa. Negara dipandang sebagai yang memiliki karakter sebagai suatu
lembaga masyarakat umum, sehingga kepadanya diberikan wewenang atau
kekuasaan untuk mengatur dan memelihara dan mengawasi pemanfaatan
seluruh potenti sumber daya alam yang ada dalam wilayahnya secara intensif.
Keterkaitan dengan hak pengusaaan negara dengan sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat akan mewujudkan kewajiban negara sebagai berikut:43
1. Segala bentuk pemanfaatn sumber daya alam serta hasil yang didapat dari
kekayaan alam, harus secara nyata meningkatkan kemakmuran dan
kesejahteraan masyarakat;
41 Ananda Prima Yurista,. Implikasi Penafsiran Kembali Hak Menguasai Negara Terhadap
Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil,. Jurnal Rechtsvinding,. Volume 5, Nomor 3,.
Desember 2016. hlm. 340
42 J. Ronald Mawuntu.,Loc.cit. hlml. 13
43Ibid. hlm. 16
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2. Melindungi dan menjamin segala hak-hak rakyat yang terdapat di dalam
atau di atas bumi, air dan berbagai kekayaan alam tertentu yang dapat
dihasilkan secara langsung atau dinikmati langsung oleh rakyat;
3. Mencegah segala tindakan dari pihak manapun yang akan menyebabkan
rakyat tidak mempunyai kesempatan atau akan kehilangan haknya
menikmati kekayaan alam.
Kewajiban diatas menjelaskan segala jaminan bagi tujuan hak
penguasaan negara atas sumber daya alam yang sekaligus memberikan
pemahaman bahwa dalam hak penguasaan itu, negara hanya melakukan
pengurusan dan pengolahan, tidak untuk melakukan eigensdaad. Hak
penguasaan negara yang dinyatakan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memposisikan negara sebagai
pengatur dan penjamin kesejahteraan rakyat. Fungsi negara itu dapat
dipisahkan satu dengan lainnya, artinya melepaskan satu bidang usaha atas
sumber daya alam kepada koperasi, swasta harus disertai dengan bentuk-
bentuk pengaturan dan pengawasan yang bersifat khusus, karena itu
kewajiban mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat tetap dapat
dikendalikan oleh negara.
Hak penguasaan negara dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 membenarkan negara untuk mengusahakan
sumber daya alam yang berkaitan dengan public utilities dan public services.
Atas dasar pertimbangan fisolofis (semangat dasar perekonomian ialah usaha
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bersama dan kekeluargaan), strategis (kepentingan umum), politik (mencegah
monopoli dan oligopoli yang merugikan perekonomian negara), ekonomi
(efesiensi dan efektifitas), dan demi kesejahteraan umum dan sebesar-
besarnya kemakmuran rakyat.
Penjelasan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945  menyebutkan:
“Dalam pasal 33 tercantum dasar demokrasi ekonomi, produksi
dikerjakan oleh semua, untuk semua, di bawah pimpinan atau pemilikan
anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan,
bukan kemakmuran orang seorang. Sebab itu ekonomi disusun sebagai usaha
bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Bangun perusahaan yang sesuai
dengan itu adalah koperasi.
Perekonomian berdasar atas demokrasi ekonomi, kemakmuran bagi
semua orang. Sebab itu cabang-cabang produksi yang penting bagi negara
dan menguasai hidup orang banyak harus dikuasai negara. Kalau tidak,
tampuk produksi jatuh ke tangan orang seorang yang berkuasa dan rakyat
yang banyak ditindasnya.
Hanya perusahaan yang tidak menguasai hajat hidup orang banyak
boleh ada di tangan orang seorang. Bumi dan air dan kekayaan alam yang
terkandung dalam bumi adalah pokok-pokok kemakmuran rakyat. Sebab itu
harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar
kemakmuran rakyat.”
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Setelah kemerdekaan dan pasca berlakunya Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintah mengambil alih
perusahaan-perusahaan migas asing di Indonesia, antara lain di daerah
Sumatera Utara, Jambi, Sumatera Selatan, Cepu, dan Kalimantan. Selanjutnya
Pemerintah membentuk tiga perusahaan minyak baru milik negara yaitu
PTMNRI, PERMIRI, dan PTMN. Ketiga perusahaan minyak nasional tersebut
kemudian berubah menjadi: P.T. PERMINA, P.T. PERTAMIN, DAN P.T.
PERMIGAN, yang kemudian pada tahun 1968 digabung menjadi P.N.
PERTAMINA. Pada tahun 1969/1970 atas rekomendasi Mr. Wilopo dan
Bung Hatta guna kelancaran dan terjaminnya pengusahaan MIGAS secara
ekonomis di satu fihak dan agar diperoleh manfaat yang sebesar-besarnya dari
pengusahaan tersebut untuk rakyat, bangsa dan negara di lain fihak, maka
dianggap perlu untuk mengatur kembali perusahaan milik negara yang
ditugaskan untuk menyelenggarakan pengusahaan pertambangan minyak dan
gas bumi. Berdasarkan hal tersebut, ditetapkan Undang-undang Nomor 8
Tahun 1971 yang memberikan Kuasa Pertambangan kepada PERTAMINA
untuk menyelenggarakan semua kegiatan usaha perminyakan: eksplorasi,
eksploitasi, pemurnian/pengilangan, pengangkutan, dan penjualan sebagai
implementasi dari Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945  1945. Dengan demikian, pengertian "dikuasai oleh negara" di
dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 bagi kekayaan alam minyak dan gas bumi (MIGAS) dan produk bahan
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bakar minyak (BBM) secara historis ditunjukkan dengan dikuasainya
lapangan MIGAS berikut kilang dan fasilitas transportasi dan distribusi serta
Pemasaran BBM oleh negara (c.q. Perusahaan Milik Negara/BUMN).
Walaupun di sektor Hulu untuk kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi banyak
terdapat Kontraktor Bagi Hasil, namun secara prinsipiil setelah masa
kontraknya berakhir maka lapangan yang dikerjakan oleh Kontraktor. Bagi
Hasil tersebut harus kembali kepada negara c.q. BUMN yang ditugaskan
untuk menyelenggarakan pengusahaan pertambangan minyak dan gas bumi.
Demikian juga dengan hasil bumi berupa Minyak dan Gas Bumi selama
pelaksanaan Kontrak Bagi Hasil tetap menjadi milik BUMN yang ditugaskan
untuk menyelenggarakan pengusahaan pertambangan MIGAS atas nama
negara dan tidak pernah bisa diklaim oleh Kontraktor Bagi Hasil sebagai
property mereka. 44
Dari rumusan di atas, maka rumusan pengertian hak penguasaan negara
ialah negara melalui pemerintah memiliki kewenangan untuk menentukan
penggunaan, pemanfaatan dan hak atas sumber daya alam dalam lingkup
mengatur, mengurus, mengelola, dan mengawasi pengelolaan dan
pemanfaatan sumber daya alam. Oleh karena itu terhadap sumber daya alam
yang penting bagi negara dan mengusai hajat orang banyak, karena berkaitan
dengan kemaslahatan umum (public utilities) dan pelayanan umum (public
services), harus dikuasai negara dan dijalankan oleh pemerintah. Sebab
44 Mohammad Hatta, Pelaksanaan Undang-undang Dasar 1945 Pasal 33 .
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sumber daya alam tersebut, harus dapat dinikmati oleh rakyat secara
berkeadilan, keterjangkauan, dalam suasana kemakmuran dan kesejahteraan
umum yang adil dan merata.
Penafsiran mengenai konsep penguasaan negara terhadap Pasal 33
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dapat
dicermati dalam Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai kasus-kasus
pengujian undang-undang terkait dengan sumber daya alam. Mahkamah
dalam mempertimbangkan hukum putusan perkara Undang-Undang Migas,
Undang-Undang ketenagalistrikan, dan Undang-Undang Sumber Daya Alam
menafsirkan mengenai hak menguasai negara bukan dalam makna negara
memiliki, tetapi dalam pengertian bahwa negara hanya merumuskan
kebijakan, melakukan pengaturan, melakukan pengurusan, melakukan
pengelolaan, dan melakukan pengawasan.
Dengan demikian makna hak menguasai negara terhadap cabang-cabang
produksi yang penting dan menguasai kemungkinan hajat hidup orang banyak,
serta terhdapa sumber daya alam, tidak menafikan kemungkinan perorangan
atau swasta berperan, asalkan lima peranan pemerintah/negara sebagaimana
disebutkan di atas tetap dipenuhi.
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B. Aturan Penguasaan Sumber Daya Alam (Migas) di Indonesia
Sejarah industri perminyakan dunia mencatat bahwa industri migas di
Indonesia (d/h Hindia Belanda) termasuk salah satu industri migas tertua di
dunia. Kelahiran industri migas di Indonesia hanya terpaut beberapa tahun
setelah industri minyak dunia lahir di Titusville, Pennsylvania, Amerika
Serikat pada 27 Agustus 1859 yang ditandai oleh keberhasilan Colonel Drake
mengebor sumur minyak pertama. Di Indonesia, pemboran minyak pertama
dilakukan pada 1871, atau sekitar 12 tahun sejak industri migas dunia lahir.
Tetapi, pemboran minyak pertama yang dilakukan oleh Jan Reerink di sekitar
Gunung Ciremai, Jawa Barat, ini tidak berhasil menemukan minyak.
Walaupun Pemerintah Kolonial melalui The Royal Dutch Shell (perusahaan
minyak Pemerintah Kolonial Belanda yang didirikan oleh A.J. Zijlker
kemudian bergabung dengan Shell Transport dari Inggris) mempunyai posisi
yang dominan, Pemerintah Belanda merasa perlu untuk melindungi
perusahaannya dalam persaingan dengan perusahaan-perusahaan minyak
lain. Untuk itu, IMW 1899 dikoreksi dengan melakukan pembatasan
pemberian konsesi. Bahkan, pada 1904, pemberian konsesi baru dibekukan.
Perubahan yang sangat penting atas IMW 1899 dilakukan pada 1918 dengan
menambahkan 'Pasal 5 A' yang mengharuskan perusahaan yang berminat
melakukan penambangan minyak di Hindia Belanda melakukan kontrak
dengan Pemerintah Kolonial Belanda.
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Tercatat, pada awal Abad XX terdapat 18 perusahaan minyak yang
beroperasi di Hindia Belanda berdasarkan IMW 1899. Setelah Indonesia
merdeka, Sistem Konsesi atas dasar Indische Mijnwet 1899 ini terus berlaku
sebelum ada Undang-Undang baru yang menggantikannya, meskipun IMW
1899 tidak sejalan dengan Konstitusi Negara RI. Atas dasar IMW 1899 inilah
kekayaan sumber daya alam Indonesia yang berupa minyak, gas dan
bahanbahan tambang dikuasai sepenuhnya oleh perusahaan-perusahaan
minyak asing yang beroperasi di Indonesia, seperti Shell, Stanvac dan
Caltex yang memperoleh konsesi hingga 90 tahun. Sehingga, meskipun
Indonesia sudah merdeka, seluruh tata kelola migas mulai dari hulu hingga ke
hilir berada di tangan perusahaan asing.
Sewaktu Perang Kemerdekaan, para pejuang dan pekerja minyak
mengambil alih lapangan-lapangan dan kilang minyak di berbagai daerah dari
tangan asing dan membentuk Perusahaan Minyak Nasional di tingkat lokal,
yang nantinya menjadi cikal bakal dari tiga perusahaan minyak negara, yaitu
Permina, Pertamin, dan Permigan. Atas usul Mr. Mohamad Hasan --anggota
DPR mantan Gubernur Sumatra-- upaya untuk mengganti IMW 1899
diwujudkan dengan membentuk Panitia Negara Urusan Pertambangan yang
bertugas untuk menyusun Rancangan Undang-Undang Pertambangan sebagai
pengganti IMW 1899.
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Gelombang nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda terjadi pada
1950-an. Semangat nasionalisme masyarakat diperkuat oleh langkah
pemerintah mengumumkan Deklarasi Juanda 1957 yang menyatakan bahwa
perairan di sekitar pulau-pulau merupakan satu kesatuan wilayah Republik
Indonesia yang tidak terpisahkan. Sebelumnya, perairan/laut di antara pulau-
pulau merupakan perairan internasional. Deklarasai Juanda baru diakui oleh
dunia International melalui UNCLOS 1986. Pada 1960, terbit Undang-
Undang No.44/Prp/1960 tentang Migas dan Undang-Undang Nomor
37/Prp/1960 tentang Pertambangan. Perusahaan minyak asing yang beroperasi
di Indonesia berubah status dari Pemegang Konsesi (Konsesioner) menjadi
Kontraktor Perusahaan Negara. Asing tetap boleh melakukan kegiatan
penambangan dengan berkontrak dengan Perusahaan Negara dalam bentuk
Kontrak Karya. Tercatat, Perusahaan Minyak Caltex berkontrak dengan
Permina, Perusahaan Minyak Stanvac dengan Pertamin dan Perusahaan
Minyak Shell dengan Permigan. Sistem Kontrak Karya di dalam Undang-
Undang Nomor 44/ Prp/1960 menganut pola hubungan 'B to B', di mana yang
berkontrak dari Pihak Indonesia adalah Perusahaan Negara. Pola ini berbeda
dengan pertambangan umum yang mengacu kepada Undang-Undang Nomor
11/1967, dengan pola 'B to G'. Perusahaan Tambang Freeport misalnya,
yang mulai masuk di Irian Jaya (Papua) pada 1967 berkontrak langsung
dengan Pemerintah R I dalam bentuk Kontrak Karya atau'B to G'. Dalam
sejarah perminyakan nasional tercatat bahwa pasca kemerdekaan 17 Agustus
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1945, di tanah air sudah lahir beberapa Perusahaan Negara dalam bidang
perminyakan di berbagai daerah. Perusahaan-perusahaan tersebut lahir dari
pengambilalihan kilang minyak milik Belanda oleh para pejuang dalam
bidang perminyakan. Perusahaan-perusahaan tersebut adalah: PTMNRI
(Perusahaan Tambang Minyak Negara Republik Indonesia) di Sumatera
Utara, Permiri (Perusahaan Negara Pertambangan Minyak Republik
Indonesia) di Jambi dan Sumatra Selatan, dan PTMN (Perusahaan Tambang
Minyak Nasional) di Cepu, Jawa Timur Pada 1950, PTMNRI Sumatera Utara
berubah menjadi PTMRI Sumatera Utara. Pada 1954, PTMNRI berubah
menjadi TMSU (Tambang Minyak Sumatera Utara) dan pada 1957 berubah
lagi menjadi PT ETMSU.
Pada 10 Desember 1957, PT ETMSU berubah menjadi PT Permina di
bawah pimpinan Kolonel Dr. Ibnu Sutowo dan pada 1961 berubah menjadi
PN Permina (Perusahaan Negara Pertambangan Minyak Nasional) yang
pada 1966 menandatangani Kontrak Bagi Hasil (Production Sharing
Contract) pertama dengan perusahaan asing. Sedangkan Permiri di Jambi dan
Sumatera Selatan membubarkan diri pada 1948. Aset NV NIAM (NV
Nederlands Indische Aardolie Maatschappij/Stanvacyang ada di Sumatera
Selatan dan Jambi dibeli oleh Pemerintah di bawah PT Permindo (Perseroan
Terbatas Pertambangan Minyak Indonesia). Pada 1961, PT Permindo berubah
menjadi PN Pertamin (Perusahaan Negara Pertambangan Minyak Indonesia)
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yang sebagian besar bergerak di sisi Kilang dan Pemasaran Dalam Negeri. Di
Jawa Timur, PTMN Cepu berubah menjadi PTMRI Cepu (Perusahaan
Tambang Minyak Republik Indonesia Cepu) pada tahun 1950 dan pada
tahun 1961, berubah menjadi PN Permigan (Perusahaan Negara
Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Nasional). Sehingga pada 1961,
Indonesia memiliki 3 Perusahaan Minyak Milik Negara: PN Permina, PN
Pertamin dan PN Permigan. Pada 1968, PN Permina dan PN Pertamin
digabung menjadi PN Pertamina. Sedangkan, PN Permigan Cepu dilikuidasi
dan diubah menjadi Pusat Pendidikan dan Latihan Perminyakan Cepu di
bawah Departemen Pertambangan.  Dengan Undang-Undang Nomor 8/1971
PN Pertamina berubah menjadi Pertamina (Perusahaan Pertambangan Minyak
dan Gas Bumi Negara) yang merupakan perusahaan minyak nasional yang
terintegrasi (integrated national oil company) bergerak dari hulu (upstream)
sampai ke hilir (downstream). Bila kekurangan dana dan teknologi, Pertamina
sebagai Pemegang Kuasa Pertambangan diberi otoritas untuk melakukan kerja
sama dengan Investor Asing dalam bentuk Production Sharing Contract.
Di sini jelas terlihat, pola hubungan dengan pihak Investor Asing
mengikuti pola 'B to B'. Apabila terjadi perselisihan antara Pertamina dan
pihak asing, yang bisa dituntut adalah Pertamina yang asetnya terpisah dari
aset pemerintah. Selain itu, pemerintah bisa juga mengambil suatu kebijakan
yang berbeda dengan isi kontrak, apabila ternyata isi kontrak di kemudian hari
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ternyata merugikan negara. Dibawah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971,
Pertamina berhasil membangun industri migas nasional yang diakui oleh
dunia internasional. Produksi minyak mentah meningkat tajam, penerimaan
APBN dari migas dan penerimaan Devisa Nasional dari ekspor migas
melonjak tajam. Model tata kelola berdasarkan Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1971 dengan Production Sharing Contractnya banyak ditiru negara-
negara lain.
Malaysia dengan Petroleum Developmeny Act 1975 (PDA 1975)
nyaris sama dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971 yang memberi
otoritas kepada Petronas untuk mengelola kekayaan migas Malaysia dan
semua perusahaan minyak asing di Malaysia berkontrak dengan Petronas,
bukan dengan Pemerintah Malaysia. Krisis moneter pada 1998 merupakan
titik balik dari sistem tata kelola perminyakan nasional. Karena Indonesia
memperoleh pinjaman dari IMF (International Monetary Fund), maka sesuai
dengan Letter of Intent (LOI), Indonesia harus mengubah UU No.8/1971
dengan UU yang baru. Rancangan Undang-Undang Migas yang baru diajukan
pemerintah Presiden Habibie, namun DPR menolak mengesahkannya karena
dinilai bertentangan dengan Konstitusi.
Undang-Undang Migas yang baru, yakni Undang-Undang Nomor 22
Tahun 2001 disahkan pada masa pemerintahan Presiden Megawati. Dengan
undang-undang ini Kuasa Pertambangan harus dicabut dari Pertamina,
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diambil alih oleh Pemerintah untuk diserahkan kembali ke pelaku usaha yang
terdiri dari perusahaan asing dan perusahaan swasta. Pertamina diubah
menjadi PT Persero dan dipecah atas Kegiatan Usaha Hulu dan Hilir yang
merupakan perusahaan terpisah. Berdasarkan atas Undang-Undang Nomor
22 Tahun 2001 yang berlaku saat ini, pengelola kekayaan migas nasional
dilaksanakan oleh Lembaga Pemerintah non-bisnis BP Migas yang berubah
menjadi SKK Migas pasca-Keputusan MK 2012 dengan status Badan Hukum
Milik Negara (BHMN), bukan Badan Usaha Milik Negara. Semua
perusahaan minyak yang beroperasi di Indonesia berkontrak dengan BP
Migas atau merupakan kontraktor BP Migas. BP Migas mengendalikan cost
recovery yang merupakan biaya (investasi dan biaya operasi yang sudah
dikeluarkan oleh perusahaan minyak) yang dibayar kembali oleh negara dari
hasil produksi migas perusahaan yang bersangkutan.
Sementara itu, Perusahaan Negara di bidang migas yang dibentuk atas
dasar Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971 (Pertamina) dibubarkan dan
dibentuk BUMN baru bernama PT Pertamina (Persero) yang dibentuk atas
dasar Akte Notaris. Kuasa Pertambangan yang menurut Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1971 diberikan kepada Pertamina, diambil alih oleh
Pemerintah/Menteri ESDM. Status Pertamina menjadi sama dengan
perusahaan minyak asing dan swasta yang berkontrak dengan BP
Migas/SKK Migas. Harga BBM sepenuhnya diserahkan kepada mekanisme
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pasar, sedangkan migas bagian negara yang berasal dari kontraktor asing
harus dijual melalui penunjukan BP Migas. Ketiga, cost recovery yang terus
melonjak dan tidak transparan. Berulang kali BPK menemukan pembebanan
cost recovery yang tidak semestinya. Akibatnya, potensi penerimaan negara
berkurang. Keempat, setelah tanggung jawab pemenuhan kebutuhan BBM
beralih dari Pertamina ke Pemerintah melalui BPH Migas, Pertamina enggan
membangun kilang baru dengan alasan marginnya kecil. Akibatnya,
Indonesia harus impor BBM dalam jumlah besar dan terus meningkat.
Jimly Asshiddiqie menyatakan bahwa sepanjang corak muatan
diaturnya, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
mendekati tradisi penulisan konstitusi pada negara-negara sosialis seperti
USSR, Cekoslowakia, Albania, Italia, Belarusia, dan Hongaria yang
menempatkan konstitusi disamping berfungsi sebagai hukum dasar bidang
politik, juga merupakan hukum dasar bidang ekonomi bahkan sosial. Sebagai
hukum dasar bidang ekonomi, hubungan negara dan masyarakat terhadap
sumber daya alam sebagai komponen ekonomi terlihat dalam Pasal 33
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.45
Landasan konstitusional itu menjadi titik anjak penjabaran usaha
perekonomian nasional yang terlihat dalam sejumlah undang-undang
45 Yance Arizona,. Konstitusi Dalam Intaian Neoliberalisasi: Konstitusionalisme Penguasaan
Negara Atas Sumber Daya Alam Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi,. Jurnal. hlm. 1diakses pada 12
September 2019
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sumberdaya alam. Permasalahan yang kerap mengemuka dalam perundang-
undangan di bidang perekonomian sumber daya alam, sepanjangan berkaitan
dengan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 adalah bagaimana penguasaan negara atas sumber daya alam, menjamin
dan ditujukan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat, serta bagaimana
peranan swasta/modal/investor dalam perekonomian berkaitan dengan sumber
daya alam.
Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
menjadi tempat dimana tiga persoalan tersebut ditujukan dan dievaluasikan.46
Disebutkan pula bahwa, “Penafsiran Dr. Mohammad Hatta tersebut diadopsi
oleh Seminar Penjabaran Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia pada tahun 1977 di Jakarta yang menyatakan bahwa sektor usaha
negara adalah untuk mengelola ayat (2) dan ayat (3) Pasal 33 UUD 1945 dan
di bidang pembiayaan, perusahaan negara dibiayai oleh Pemerintah.47
Yang dimaksud dengan pengelolaan (dapat disamakan dengan
manajemen) yaitu, “Management is the process of planning and decision
making, organizing, leading and controlling and organization human,
46Ibid. hlm. 18
47 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 001-021-022/PUU-I/2003 perihal Perkara Pengujian
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan terhadap UUD NRI Tahun 1945, 21
Desember 2004, hlm. 334
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financial, physical and information resources to achieve organizational goals
in an efficient and effective manner”.48
Setalah kelahiran Undang-Undang Pokok Agraria, maka lahirnya
Undang-Undang Kehutanan dan Undang-Undang Pertambangan sebagai satu
bentuk fragmentasi pengaturan sumber daya alam yang sebekumnya diatur
dalam Undang-Undang Pokok Agraria. Kelahiran dua Undang-Undang
tersebut bahkan dalam hal tertentu mendistorsi semangat Undang-Undang
Pokok Agraria yang berorientasi pada pemerataan dan redistribusi tanah. Pola
fragmentasi perundang-undangan ini bila dirunut memiliki kesamaan dengan
spesialisasi kerja dalam sistem produksi. Dalam perundang-udangan sumber
daya alam, spesialisasi itu diwujudkan menjadi sektoralisasi sumber daya
alam yang secara objektif (alam dan lingkungan yang dieksploitasi), dinilai
secara kuantitatif dan spesifik yang diurus oleh instasi pemerintah secara
khusus. Hal ini kemudian menghadirkan konflik antar departemen yang
mengurusi sumber daya alam karena adanya ruang sumber daya alam yang
tumpang tindih.
Pembangunan ekonomi pada masa Orde Baru sudah mengarah kepada
kemajuan ekonomi pada dekade 80 sampai 90-an. Namun pada tahun 1997,
perekonomian dunia mengalami gelombangan krisis moneter yang bermula
48 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 001-021-022/PUU-I/2003 perihal Perkara Pengujian
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan terhadap UUD NRI Tahun 1945, 21
Desember 2004, hlm. 334
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dari Tahiland, Korea Selatan dan sampai menggulung Indonesia dan beberapa
negara Asia Tenggara lainnya. Hal ini berimbas pada runtuhnya pembangunan
ekonomi masa Orde Baru. Krisis tersebut berujung pada berhentinya Soeharto
sebagai punggawa Republik setelah 32 tahun berkuasa dan memantik
perubahan pada banyak sektor. Susilo Bambang Yudhoyono menyebutkan
bahwa krisis yang melumpuhkan perekonomian Indonesia pada tahun 1997
disebabkan oleh 6 faktor, yaitu:49
1) Secara regional dan aspek geo-ekonomi, Indonesia mendapat efek berantai
dari krisis ekonomi yang terjadi di Thailand dan Korea Selatan.
2) Sebagai rangkaian dari efek berantai tersebut, di dalam negri terjadi
spekulasi dan perilaku panik yang luar biasa, diikuti dengan pemindahan
modal ke luar negri yang bergerak dengan sangat cepat.
3) Kebijakan pemerintahan Indonesia untuk merespon krisis moneter
tersebut, meskipun resepnya kemudian disusun bersama-sama dengan
IMF, dinilai tidak tepat. kesalahan kebijakan ini termasuk penyebab
terjadinya krisis perbankan yang sebenarnya strukturnya sudah lemah,
sekaligus pemicu meledaknya hutang luar negri.
4) Secara struktural, cukup banyak yang menilai bahwa krisis ekonomi
disebabkan oleh hubungan politik dengan bismis, terutama hubungan




menyebabkan kesalahan yang bersifat sistemik serta menimbulkan
inefisiensi dan disfungsi strktural.
5) Bentuk lain dari hubungan tidak sehat antar penguasa dan pengusaha
seperti disinggung di atas adalah kroniisme, yang memangsa sumber daya
dan output ekonomi kita dalam skala besar.
6) Absennya good governance pada pemerintahan yang lalu, yang
sesungguhnya merupakan turunan dari kegagalan institusi negara dalam
membangun dan menegakkan aturan hukum, juga meyebabkan
kehancuran yang bersifat struktural.
Watak dari Undang-Undang yang lahir pasca orde Baru, terutama yang
berkaitan dengan sumber daya alam, disamping memasifkan sektoraliasi
sumber daya alam juga diikuti dengan gelombang komersialisasi dan
privatisasi atau swastanisasi sektor publik yang semstinya meroakan tanggung
jawab langsung dari negara. Semangat ini berakar dari apa yang dikenal
dengan Washington Consensus yang menyatakan bahwa kinerja
perekonomian yang baik membutuhkan perdagangan bebas, stabilitas makro
serta penerapan kebijakan harga yang tepat.50
Penetrsi neoliberalisme tidak berhenti pada tatanan substansi hukum
dalam perubahan undang-undang di bidang sumber daya alam. Tetapi juga
memasuki dimensi struktur hukum dengan melakukan perombakan birokasi
50 Ananda Prima Yurista,. Implikasi Penafsiran Kembali Hak Menguasai Negara Terhadap
Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil,. Jurnal Rechtsvinding,. Volume 5, Nomor 3,.
Desember 2016. hlm. 28
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(eksekutif) dalam kerangka good governance, penguatan fungsi legislasi DPR
serta pembangunan institusi yudisial baru seperti Pengadilan Niaga dan
Mahkamah Konstitusi.
Mahkamah konstitusi dibentuk untuk mewujudkan supremasi yudisial
melalui kekuasaan review undang-undnagan menjadi institusi yang paling
efektif untuk memfasilitasi proses integrasi pada ekonomi global melaui
melalui serangkaian putusan kontroversialnya. Sejak tahun 2003, sudah ada
lima undang-undang di bidang sumber daya alam yang di uji kepada
Mahkamah Konstitusi yaitu Undang-Undang Ketenagalistrikan, Undang-
Undang Migas, Undang-Undang Kehutanan, Undang-Undang Sumber Daya
Air, dan Undang-Undang Penanaman Modal. Benang merah dari dalil
permohonan pengujian kelima Undang-Undang tersebut berkaitan dengan
penetrasi neoliberalisme dalam bentuk deregulasi, parivatisasi, liberalisasi,
dan komersialisasi sumber daya alam. Hal tersebut dianggap akan mengurangi
tanggungjawab negara dalam menghormati, melindungi, dan memenuhi hak
asasi mansuai dan konstitusional warga negara.51
Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap kelima permohonan pengujian
Undang-Undang tersebut, dilihat dari amar putusannya, berbeda-beda. Ada
permohonan yang dikabulkan keseluruhan, dikabulkan sebagian, ditolak,
ditolak dengan conditionally constitutional dan tidak diterima. Meskipun amar
putussannya berbeda beda, hal itu tidak menghalangi penetrasi neoliberalisme
51Ibid. hlm 37
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di Indonesia. Kondisi itu membuat penting apakah pembaharuan hukum
dalam paham The Rule of Law yang diinstrumentalisasikan lewat lembaga
pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 oleh Mahkamah Konstitusi memberikan konstribusi
bagi penegasan penguasaan negara atas sumberdaya alam atau sebaliknya.
Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa penguasaan negara atas sumber
daya alam lahir dari konsep hubungan publik. Dikatakan sebagai konsep
hubungan publik karena, “konsepsi penguasaan oleh negara merupakan
konsepsi hukum publik yang berkaitan dengan prisnip kedaulatan rakyat yang
dianut dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
baik di bidang politik (demokrasi politik) maupun ekonomi (demokrasi
ekonomi). Dalam paham kedaulatan itu, rakyatlah yang diakui sebagai
sumber, pemilik dan sekaligus pemegang kekuasaan tertinggi dalam
kehidupan bernegara, sesuai dengan doktrin dari rakyat, oleh rakyat, untuk
rakyat. dalam pengertian kekuasaan tertinggi tersebut, tercakup pula
pengertian kepemilikan publik oleh rakyat secara kolektif”. Dari beberapa
putusan MK tersebut dapat ditarik sejumlah benang merah sebagai berikut.
Pertama, putusan MK Nomor 002/PUU-I/2003 dan putusan MK Nomor
36/PUU-X/2012 sama-sama menghendaki penguatan penguasaan negara di
sektor hulu dan memperbolehkan persaingan di sektor hilir.
